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ABSTRAK

CATATAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian
Perhubungan, telah diatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 20 Tahun 1997,
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2011; PP No. 22
Tahun 1997; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 61 Tahun 2009;
PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 15
Tahun 2016; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015;
KEPMENHUB No. 66 Tahun 2002; KEPMENHUB No. 67 Tahun 2002; KEPMENHUB
No. 30 Tahun 2006; PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 51 Tahun
2011; PERMENHUB No. 34 Tahun 2012; PERMENHUB No. 35 Tahun 2012;
PERMENHUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut meliputi jenis penerimaan negara bukan pajak yang
berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengenaan tarif atas jenis
penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut, tata cara penerimaan, penyetoran, dan pelaporan
penerimaan negara bukan pajak.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2016, diundangkan
pada tanggal 29 Juni 2016 dan ditetapkan tanggal 27 Juni 2016.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 585),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



